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1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian
1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber pembiayaan yang berasal atéigipasi rakyat dalam
pembangunan nasional ini akan selalu dikelola semaksimal. Hal ini dapat dicapai
melalui peningkatan peran aktif peningkatan kesadakan hak dan kewajibannya
dalam mematuhi peraturan dan akan digunakan umrpkrkuan negara bagi sebesar -

besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983gsémana telah
disempurnakan terakhir dengan UU Nomor 28 Tahury 286tang Ketentuan umum
dan Tata cara perpajakan adalah "Kontribusi wagihekla negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaabarkn Undang Undang,
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsupgtia tahun 1983 pemerintah
melakukantax reform dimana sistem pemungutan pajak dirombak total aféidial
assessment menjadiself assessment. Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar
untuk mencatat dirinya sebagai Wajib Pajak, kemudienghitung dan membayar

pajak yang terhutang dilakukan sendiri oleh WapgipaR.

Penagihan pajak dalam systeahf assessment dilaksanakan sejak timbulnya
piutang pajak atau sebelum jatuh tempo pembayatan penyetoran melalui
penagihan pajak persuasif. Penagihan persusdif ¢ollection) meliputi kegiatan
antara lain menghubungi Wajib Pajak atau PenangdRagk melalui telpon,
mengundang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak umtemaperoleh kejelasan
penyelesaian utang pajaknya. Mengirimkan Surat Rdatabuan dan himbauan
pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak atau Bguag Pajak, dan meminta

kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agarassakarela menyerahkan harta



kekayaan untuk pelunasan pajak.Penagihan pajdlatdari keberhasilan pencapaian
rencana dan target yang telah ditetapkan sertaagebdesar tindakan penagihan
aktif yang dilakukan mampu menghasilkan pencairartapg pajak pada tahun
berjalan.

Sumber data utama yang digunakan sebagai bahasismkllam penelitian
ini adalah laporan-laporan diseksi penagihan.Lap@enagihan digunakan sebagai
sarana untuk melaporkan pelaksanaan tindakan pemagiajak terkait kinerja
penagihan aktif serta hasil yang diperoleh dalamgka pencapaian target pencairan

piutang pajak yang telah ditetapkan dalam tahujaloer

KPP Pratama sangat penting karena, di KPP tersabuipakan unit kerja
dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakaaypelan kepada masyarakat baik
yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupukiiKantor Pelayanan Pajak telah
mengalami modernisasi sistem dan struktur organigasnjadi instansi yang
berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jeniakppntor Pelayanan Pajak modern
juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayaajak Ronvensional dan Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.Pada tahun 2082bte, dibentuk 2 KPP WP
Besar atau LTOL(@rge Tax Office).KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di
seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikae pajak PPH dan PPN. Pada
tahun 2003 dibentuk 10 KPP khusus yang meliputi IBRMMN, Perusahaan PMA,
Wajib Pajak Badan dan Orang Asing, dan Perusahasul/Bursa. Kemudian pada
tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTVedium Tax Office).Sedangkan
KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KBRrRa atau STOS(all
Tax Office). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.8.R6fbedaan utama
antara KPP STO dengan KPP LTO Maupun MTO antaraddalah dengan adanya
Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapatattan pula KPP STO

merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambab paspajakan di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan awalaya@pakan bagian

dari KPP Jakarta Penjaringan yang beralamat dnJadda Penjaringan.Akan tetapi



berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 443/KIIKR001. Dilakukan
pemekaran atas KPP Pratama Jakarta Penjaringaardsalgh satu wilayah kerjanya
dibentuk satu KPP baru yaitu KPP Pratama Jakar@derRangan berdasarkan
keputusan tersebut, Wajib Pajak yang terdaftar p&®RP Pratama Jakarta
Pademangan adalah Wajib Pajak yang sebelumnyafttardebagai Wajib Pajak
KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan wilayaha kemgliputi wilayah
Pademangan, Ancol, dan Kepulauan Seribu. Pada tab08 jumlah WP yang
terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan merizh{284 Wajib Pajak yang
meliputi 5.321 Wajib Pajak Badan dan 15.973 WagpaR Orang Pribadi. (Sinaga,
2008).

KPP Pratama penting karena di KPP tersebut telaherapkan sistem
organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan PajaRPJKPratama dan Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakd&2KR) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK@82tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenti®ajak sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMKQ@72

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk aiwd@n tunggakan
pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan harus eneatigan prinsip
keseimbangan antara biaya penagihan dengan peaneriyaag didapatkan karena
pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan karggajak mengeluarkan biaya
yang tidak sedikit.Dari beberapa upaya penagihgakpeang telah diuraikan di atas,
ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkah bebiyak biaya dan lebih banyak
waktu untuk memprosesnya.Penagihan pajak juga rakanp studi kasus yang
dialami dalam sistem perpajakan, tentang bagainpad@ Seksi Penagihan dalam
mengupayakan Wajib Pajak untuk melunasi utang pggkintuk itu penulis tertarik
untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjtilvhluasi Efektifitas Tindakan

Penagihan Piutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pegékma Jakarta Pademangan”



1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan indentifikasi diatas, maka masalah lpgemelitian yang akan
dibahas adalah "Bagaimanakah evaluasi efektivitatakan dalam upaya penagihan

piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratak@td Pademangan?”
1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalanmr la¢ééakang masalah, maka

masalah masalah pokok penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan penagihan pajak dikt&KkPP Pratama
Jakarta Pademangan?

2. Apakah tindakan penagihan pajak aktif sudah efeldiam upaya penagihan
piutang pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan?

3. Berapa hasil yang diperoleh dalam pencairan piugsjgk dari pelaksanaan

tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jalkademangan?
1.2. Kerangka Teori
1.2.1. Indentifikasi Variabel-Variabel Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentargetiyang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis dengan pendekadaiktiin Proses dan makna
(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam pemafit kualitatif. Landasan teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelgesuai dengan fakta di
lapangan.Selain itu landasan teori juga bermanfaatk memberikan gambaran
umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan bgemsan hasil
penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara jae@asan teori dalam penelitian
kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam pkteen  kuantitatif, penelitian
berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pael@erimaan atau penolakan
terhadap teori yang digunakan sedangkan dalamipanddualitatif peneliti bertolak

dari data, memanfaatkan teori yang ada sebaganhadrgelas, dan berakhir dengan



suatu “teori”.Penelitian kualitatif jauh lebih sudkif daripada penelitian atau survei
kuantitatifdan menggunakan metode sangat berbedan@gmgumpulkan informasi,

terutama individu, dalam menggunakan wawancararaeggendalam dan grup
fokus.Sifat dari jenis penelitian ini adalah pemafi dan penjelajahan terbuka
berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompokcikeyang diwawancarai secara
mendalam. (Wilkipedia, 2011)

1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variabel

Kesinambungan penerimaan Negara dari sektor pajpkrlakankarena
penerimaan pajak merupakan sumber utama peneridB&8MN.Berdasarkan hasil
penelitian terdapat variabel-variabel yang berpangaepada Kepatuhan Waijib
Pajak pada KPP Jakarta Pademangan.Dimana terdapiel bebas yaitu penagihan
pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindagi@nPenanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan Menatgw Memperingatkan,
Melaksanakan Penagihan Seketika Sekaligus, Merahakan Surat Paksa,
Mengusulkan Pencegahan, Melaksanakan Penyitaargkdéelakan Penyanderaan,

sampai Menjual Barang Yang Telah Disita.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesanpsémentara yaitu sebagai
berikut:

1. Dari kebijakan yang telah dibuat oleh Direktoratneeksaan dan Penagihan
Pajak, maka tingkat keberhasilan dari kebijakasetent masih jauh dari yang
diharapkan. Dari standar prestasi Jurusita Pajalg yditentukan dengan
kebijakan penagihan tahun 2007 yaitu mulai dariaBhmai 12 SP per
bulan,maka rata- rata yang dicapai KPP per bulaga3 s.d. 4 Implementasi
kebijakan yang dirasakan belum berhasil karenarbphefaktor kebijakan
tersebut dirasakan terlalu berat untuk daerah-taeréentu walaupun untuk
kebijakan penagihan tahun 2006 dan 2007 untuk atapcestasi Jurisita
Pajak sudah dibagi berdasarkan wilayah namun dp&aksanaannya masih

membutuhkan kemampuan yang lebih tajam seperti kgman dibidang



hukum pajak dan kemampuan untuk berkomunikasi yhaik.Kegiatan
penagihan memiliki rangkaian atau tahapan yangapanfetiap tahapan
dilakukan dengan alasan yang jelas mengikuti peblegan dan tindakan
yang dilakukan Wajib Pajak atas tahapan sebelunfhiganti, 2008)
. Jumlah Wajib Pajak diKPPPratama yang terdaftar dvegaruh dan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaag pajak.
. Pelaksanaan dari penerimaan utang pajak dalam Upagagihan Piutang
Pajak dapat kuat dan sangat lemah. Dikatakan s&oghtika jumlah PKP
yang terdaftar seimbang atau mendekati sama de¢egampusnya utang pajak
pada Wajib Pajak, dan sangat lemah jika jumlah BERg terdaftar lebih
tinggi dari pada jumlah penerimaan utang pajak.
. Pelaksanaan dari penerimaan utang pajak dalam upegagihan Piutang
Pajak dapat dilakukan dengan penagihan pasif daaggean aktif. Penagihan
pasif berpedoman kepada SKPD yang telah ditetagkatetapan bulan
berjalan) sementara penagihan aktif berpedomandief@a (dua) sumber
peraturan perundang - undangan bersumber pada@eralaerah dan perwali
dan bersumber pada UU Nomor 19 Tahun 2000 tentamgdthan Pajak
Daerah dengan Surat Paksa.
. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasamaiter&tilah-istilah yang
digunakan :
» Evaluasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud evaluasi adglehelitian atas

variabel dengan mengacu pada standar dan peratangnditetapkan

Pelaksanaan tindakan aktif yang merupakan seraargkberupa

Penerbitan Surat Paksa, SPMP, dan Lelang

> Efektivitas

Dalam penelitian ini yang dimaksud efektivitas atlakeberhasilan

pencapaian rencana, target, dan tujuan oleh agiyiang dijalankan.

Tujuan dari pelaksanaan tindakan penagihan akalahd mencapai

target Pencairan Piutang Pajak yang telah ditetapka



» Tindakan Penagihan Pajak Aktif
Tindakan penagihan pajak aktif adalah PenagiharakPdengan
SuratPaksa yang diatur dalam Undang - Undang Natfofmahun
1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undandang Nomor
19 Tahun 2000.

Dalam penelitian initindakan penagihan aktif akakathkan efektif apabila
tujuan penagihan pajak, yaitu pencairan dan pengarajumlah piutang pajak dapat

dicapai sesuai target (Putranto,2010)
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tindakan penagihegak paktif diKPP
Pratama Jakarta Pademangan

2. Untuk mengevaluasi tindakan penagihan pajak akidak efektif dalam
upaya penagihan piutang pajak diKPP Pratama JadRademangan.

3. Untuk mengetahui hasil pencairan piutang pajakglaksanaan tindakan
penagihan pajak aktif diKPP Pratama Jakarta Padgsnan

1.3.2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian diungkap antara lain bagi:

1. Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan Penulisn daldang
perpajakan, baik secara teori maupun praktek, ldmysumengenai tindakan

penagihan pajak.

2. Bagi Kantor maupun Instansi terkait
Hasil kegiatan penelitian sedikit banyak dapat memkbn saran dan
informasi bagi pihak maupun pejabat yang berwenaypgng dapat

dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.



3. Bagi Pembaca
Dapat menjadi bahan studi kasus dalam melakukaglipan tentang masalah

perpajakan, khususnya yang menyangkut tindakarggearapajak.

4. Bagi ilmu Pengetahuan
Diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengegam penelitian
selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuankdliwang akan datang.



